PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JI. Semanggi No. 8 Mataram, Kode Pos : 83122, Telp./Fax. (0370) 632083
website : dislutkan ntbprov.qo.id | email : dislutkan@ntbprov.go id

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : 8co fee'8 TAHUN 2025
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang a.

Mengingat

b.

bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas.

bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Informasi Publik badan publik wajib membuat
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka
perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi
Informasi yang Dikecualikan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 484862),

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 10;
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 121);



7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

KESATU . Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran
penetapan ini  merupakan  Informasi  yang
Dikecualikan;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum

dalam lampiran ini merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : & devuaci 2035

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

. Ad Uta (IVic)
S NIRs167606012001121009



perikanan budidaya

tentang KIP, Pasal 17
huruf i

berlaku

Lampiran : Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
Nomor : Qoo (068 [1aHUN 2035
Tanggal 15 ponuoc] 2925
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB I
BATAS WAKTU | KONSEKUENSI APABILA MANFAAT JIKA
NO.| KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN | DIBUKA DITUTUP
1. | Data by Name by Addres | UU No.14 Tahun 2008 | Sampai ada Mengungkap rahasia pribadi Melindung data
Pelaku Usaha Kelautan tentang KIP, Pasal 17 | persetujuan dari pribadi
dan Perikanan huruf h dan huruf J; arang
bersangkutan/pihak
| berwenang DL, S
2. | Dokumen Rekomendasi UU No. 14 Tahun 2008 | Selama masih Dapat menimbulkan persaingan | Melindungi pelaku
dan Pertimbangan Teknis | tentang KIP, Pasal 6 berlaku yang tidak sehat antar pelaku | usaha kelautan
ljin Usaha Kelautan dan ayat (3) huruf b dan usaha kelautan dan perikanan | dan perikanan dari
Perikanan Pasal 17 huruf b dalam menjalankan kegiatan persaingan yang
usahanya tidak sehat
3. | Hasil Uji Laboratorium UU No. 14 Tahun 2008 | Selama masih Mempengaruhi pemasaran dari | Perusahaan dapat
untuk Keperluan Ekspor tentang KIP, Pasal 17 | berlaku produk tersebut, karena hasil memperbaiki
huruf i uji tersebut bersifat temporer kesalahan (hasil
uji) melalui
peningkatan
mutu/perbaikan
mutu
4. | Hasil Uji residu produk UU No. 14 Tahun 2008 | Selama masih Mempengaruhi pemasaran dari | Perusahaan dapat

produk tersebut, karena hasil
uji tersebut bersifat temporer

memperbaiki
kesalahan (hasil
uji) melalui
peningkatan




. | Rencana Operasi
Pengawasan/Penangkapan

Terhadap Pelaku lilegal
dan Destructive Fishing

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP,
Pasal 17 hurufi

Sampai pelaksanaan
operasi

Dokumen pengelolaan
kepegawaian : (Kenaikan
pangkat, Kenaikan gaji
berkala, Mutasi, Pensiun
dan Administrasi
kepegawaian)

- UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP,
Pasal 17 huruf h

Dapat menghambat
kesuksesan kebijakan karena
adanya pengungkapan secara
prematur

mutu/perbaikan
lmute |
Mengamankan
kesuksesan
kebijakan karena
adanya
pengungkapan
secara premature

Sampai dengan ada
persetujuan dari PNS
yang dijatuhi
hukuman disiplin

Dapat mengungkap rahasia
pribadi seorang PNS

Melindungi data
pribadi PNS yang
bersifat rahasia

Laporan Keuangan yang
Belum diaudit

- UU No. 17 Tahun
2003 tentang
Keuangan Negara,
Pasal 31 ayat (1) - UU
No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17
huruf |

Sampai dengan
terbitnya laporan
keuangan yang telah
diaudit

Menghambat kesuksesan
kebijakan karena adanya
pengungkapan secara
prematur

Membantu
mencapai
keberhasilan
pelaksanaan
pembangunan
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